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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia 
Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu 
ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. 
Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang 
berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk 
beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting 
dalam proses penegakan hukum.  
Diantara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan 
kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik, 
karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam 
mengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai 
hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami 
perwujudannya,  setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila 
hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, 
diantaranya dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan 
menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan 
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ketertiban. Oleh karena sifat pekerjaannya tersebut polisi banyak 
berhubungan dengan masyarakat dan penanggung risiko 
mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya 
(Satjipto Raharjo; 2009: 111) 
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring 
dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, 
globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan 
paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan 
tanggung jawab kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan 
harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi 
kepada masyarakat yang dilayaninya. 
Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum memiliki peran 
penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi 
perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka 
mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan 
personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik 
merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat 
perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional 
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yang melibatkan warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha 
mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari 
penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan 
barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan. 
Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu 
diperhadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang 
dilakukan oleh orang-perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu 
dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat 
kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan oknum 
aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional 
dan internasional, karena penyalah gunakannya berdampak negatif 
terhadap kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara (O. C. Kaligis; 
2002: VII) 
Dalam penyelenggara pelayanan kesehatan, narkotika memegang 
peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan 
ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan 
pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan 
produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika 
sering disalah gunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan 
pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. 
Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang 
berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, 
yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara 
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langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti 
adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai 
narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka 
dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun 
dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu. 
Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang biasanya 
disingkat NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau 
Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang), akhir-akhir ini 
kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban berjatuhan 
sebagaimana diberitakan media. Hal ini sangat memprihatinkan 
adalah penyalahgunaan berupa pemakaian dan pengedaran secara 
ilegal dilakukan oleh generasi muda ang memiliki usia yang sangat 
produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa. 
Bahaya dari narkotika ini telah menjadi perhatian banyak Negara di 
dunia, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 
korban  penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda yang 
merupakan generasi penerus harapan bangsa. Oleh karena itu 
penanggulangan narkotika selayaknyalah mendapatkan perhatian 
yang khusus dari pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkan 
sangat luas dan secara perlahan akan mengantarkan bangsa ini 
kepada gerbang kehancuran. 
Dalam rangka pemberantasan sindikat Narkotika yang sudah begitu 
meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, aparat 
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kepolisian memiliki peran penting dan tanggung jawab yang sangat 
besar demi menjaga keamanan dan kestabilan Negara Republik 
Indonesia. Tetapi fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata 
oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana 
dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya 
aparat kepolisian. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin 
meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi 
juga aparat kepolisian. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi alasan penulis 
memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Aparat 
Kepolisian (studi kasus putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Mam)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 
ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, 
yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap 
pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika yang dilakukan 
oleh Oknum Aparat Kepolisian dalam Putusan Nomor 
66/pid.B/2015/PN.Mam? 
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2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika 
yang dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian dalam Putusan 
Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Mam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh oknum 
aparat kepolisian dalam putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Mam. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat 
kepolisian dalam putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Mam. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik 
secara teoritis maupun praktikal. 
1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk 
pembahasan mengenai narkotika dan dapat dijadikan  sebagai 
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referensi oleh mahasiswa mengenai penulisan-penulisan yang 
terkait dengan narkotika selanjutnya. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
penelitian hukum pidana, khususnya substansi 
penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga 
kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai 
dasar dalam upaya memberdayakan pengetahuan tentang 
penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian dalam suatu tindak pidana dalam 
bentuk karya ilmiah dan lain-lain. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1.     Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana yang merupakan 
salah satu terjemahan dari istilah “strafbaar feit” dalam bahasa 
Belanda. Istilah strafbaar feit diterjemahkan secara berbeda-beda oleh 
beberapa sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan 
pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain. 
Menurut Pompe (Lamintang; 1997 : 182) mengatakan bahwa: 
“Perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap 
pelakutersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en 
waarvan de bestraffing diensting is voor de handhaving der rechts 
orde en de behartiging van algemeen welzijn”. 
 
Selanjutnya menurut J.E. Jonkers (Adami Chazawi; 2002: 75) 
yang merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana adalah 
perbuatan yang melawan hukum (wederrechtttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 
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Zainal Abidin (2007 : 231) menyatakan pada hakekatnya, istilah 
yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari 
bahasa latin delictum atau delicta, karena : 
a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya; 
b. Bersifat ekonomis karena singkat; 
c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang 
dipidana, akan tetapi perbuatannya); 
d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka 
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
2.     Unsur-unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dpat dijabarkan ke dalam 
unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam 
unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. 
Yang dimakdsud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung di dalam hatinya. 
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Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP; 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah 
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku,misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseorangan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP; 
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3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1.     Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya 
disebut dengan hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah 
hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari 
recht. 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau 
beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan  hukum pidana (Adam 
Chazawi; 2008 : 24). 
Ada beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh para 
sarjana (Muladi;2005 : 2-4) sebagai berikut : 
1. Sudarto 
 Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
2. Roeslan  
 Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat 
delik itu. 
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 Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa 
pidana unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
2.     Teori Tujuan Pemidanaan 
Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan 
pemidanaan terdapat beberapa teori (Adam Chazawi; 2002 : 157-
166), yaitu : 
1. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
 Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan.Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat.Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat 
tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang 
telah dilindungi. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah, yaitu : 
1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
13 
 
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
 Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini 
sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya 
maupun masyarakat pada umumnya. 
2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 
 Teori relatif atau tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan. 
 Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu : 
1) Bersifat menakuti-nakuti (afschrikking); 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3) Bersifat membinasakan (onscadelijk maken). 
Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, 
yaitu : 
1) Pencegahan umum (general preventie) 
Teori pidana yang bersifat menakuti-nakuti merupakan teori 
yang paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana 
yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) 
menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi 
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pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak 
meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. 
Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka 
perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat 
kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan 
mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan 
orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan 
membuat semua orang takut berbuat serupa. 
2) Pencegahan khusus (special preventie) 
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku 
kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi 
melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat 
buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk 
perbuatan nyata. 
Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, 
yang sifatnya ada tiga macam yaitu : 
  1). Menakut-nakutinya; 
  2). Memperbaikinya, dan  
  3). Membuatnya menjadi tidak berdaya. 
 Maksud menakuti-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat 
memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa 
takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. 
Akan tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa 
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takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, 
pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang seperti ini haruslah 
bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata 
tidak lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah 
bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat 
membinasakan. 
3. Teori gabungan (vernegings theorien) 
 Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan 
kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
 Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar 
yaitu sebagai berikut : 
1) Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
3. Jenis-Jenis Pidana 
 KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah 
merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
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KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan  menjadi dua 
kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
a. Pidana pokok, terdiri dari : 
1)    Pidana mati 
 Berdasarkan Pasal 69 adapun hak yang tertinggi bagi 
manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana 
mati ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa 
penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang 
sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak 
heran jika sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro 
dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang 
pidana mati itu sendiri. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah 
dijalankan maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, 
revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri 
terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 
terjadi kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau 
pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana 
yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau 
juga kekeliruan atas kesalahan terpidananya. 
Dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 
pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan yang dipandang 
sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti : 
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a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan Negara 
(Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129); 
b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan 
atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya: Pasal 
140 (3), Pasal 340; 
c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang 
sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2)); 
d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 
444). 
 Pidana mati dilaksanakan berdasarkan undang-undang No. 
2 (PNPS) Tahun 1964, yakni dengan cara ditembak oleh regu 
penembak sampai mati. 
2) Pidana penjara 
 Adam Chazawi (2002; 34-35) stelsel pidana penjara menurut 
Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi : 
a) Pidana penjara seumur hidup 
Diancam pada kejahatan-kejahatan yang berat, yakni: 
a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 
365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan 
b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana 
mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana 
sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, 
misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2). 
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b) Pidana penjara sementara waktu 
Paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 
(maksimum) 15 (lima belas) tahun Pasal 12 ayat (2). Pidana 
penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 (lima belas) tahun 
secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam 
Pasal 12 ayat (3), yaitu sebagai berikut : 
a. Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh 
memilih : 
1. Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara 
sementara maksimum 20 tahun (misalnya Pasal 104, 
Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (20); 
2. Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
(Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2). 
b. Dalam hal telah terjadi perbarengan atau pengulangan 
atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 
52 (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan 
pidana penjara sementara maksimum 15 tahun, seperti 
Pasal 338, 365 ayat (3) dan 140 ayat (1). 
3) Pidana kurungan 
 Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi 
orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana 
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pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat 
dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran. 
  Adam Chazawi (2002; 38-39), dalam beberapa hal pidana 
kurungan adalah semua dengan pidana penjara, yaitu sebagai 
berikut : 
a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 
b) Mengenal maksimum umum, maksimum umum pidana 
penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat 
diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana 
kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 
tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun 
pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum 
khusus disebutkan pada setiap rumusan tindk pidana 
tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak 
pidana, bergantung diri pertimbangan berat ringannya 
tindak pidana yang bersangkutan. 
c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara 
diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu 
walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada 
narapidana penjara. 
d) Tempat menjalani tempat pidana penjara semua sama 
dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada 
sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28). 
e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila 
terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim 
(setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan/dieksekusi, 
yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan 
cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
 
 Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, 
terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan 
sementara sehingga putusan ini mulai berlaku (dijalankan) pada 
hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht 
van gewijsdezaak). 
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4) Pidana denda  
 Pidana dendam diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 
(Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun 
berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan 
ringan maupun kejahatan-kejahatan culpa, pidana denda sering 
diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, 
bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan 
pidana denda baik alternatif dan pidana penjara maupun berdiri 
sendiri. 
 Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau 
penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja 
dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali tindak 
pidana itu memang hanya diancam pada denda saja, yang tidak 
mungkin hakim menjatuhkan pidana selain pidana denda. 
 Berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus 
menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti 
denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara 1 (satu) 
hari sampai 6 (enam) bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang 
memberatkan, batas waktu maksimum 6 (enam) bulan ini dapat 
dilampaui sampai paling tinggi menjadi 8 (delapan) bulan (Pasal 30 
ayat (5) dan (6)). 
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 Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani 
kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai 
habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian 
ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari 
kurungan. 
5)    Pidana tutupan 
 Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui 
undang-undang No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang 
diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud 
yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. 
 Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu 
yang perlu melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948, 
yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah 
Tutupan. 
 Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, 
tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, 
melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada 
orang yang dapat dipidana tutupan hanya bagi yang melakukan tindak 
pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya 
dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah pelaksanaan itu 
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tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati. Karena itu 
menilainya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 
b. Pidana tambahan 
 Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok 
yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-
hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana 
tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah 
harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat 
imperative, yaitu dalam Pasal 259 bis, Pasal 261 dan Pasal 275. 
 Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, 
yang terdiri dari: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
  Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas 
ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh 
undang-undang untuk mencabut berupa hak bersamaan dalam satu 
perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP. 
  Lama jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana 
seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara 
atau kurungan sementara, dan pidana denda lamanya pencabutan 
paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 
pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya penabutan paling 
sedikit dua tahun dan paling lama banyak lima tahun. Pencabutan hak 
mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 
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KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini berlaku juga pada terpidana 
mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga 
mungkin mendapat pengampunan (grasi). 
 Hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP yaitu : 
a) Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan tertentu; 
b) Hak memasuki angakatan bersenjata; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencaharian sendiri. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
 Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya dengan pidana denda.Pidana perampasan dikenal sejak sekian 
lama. 
 Ada dua jenis barang yang dapat dirampas, yaitu pertama 
barang-barang yang dapat karena kejahatan dan kedua adalah barang-
barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, 
berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana dan 
adapun pengecualian yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHP dan 
juga didalam perundang-undangan di luar KUHP. 
    Pasal 250 bis 
Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan 
dalam bab ini maka dirampas: mata uang palsu, dipalsukan atau 
dirusak, uang kertas Negara dan Bank yang palsu atau dipalsukan, 
bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya digunakan 
untuk meniru, memalsukan, atau mengurangi nilai mata uang atau 
uang kertas, sepanjang dipakai untuk menjadi objek dalam 
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melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu 
bukan kepunyaannya.  
 
 Dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi 
imperative berbeda dengan yang umum bersifat kumulatif, lagi pula 
dapat dirampas walaupun bukan kepunyaan terpidana. 
Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka 
umum oleh jaksa, kemudian harga disetor di Kas Negara sesuai 
dengan pos hasil dinas kejaksaan, kalau benda itu tidak disita 
sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki, 
menyerahkan, atau harganya berupa uang yang diserahkan. 
3) Pengumuman putusan hakim 
 Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan 
tersebut didalamnya atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan 
pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. 
 Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya 
dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. 
Contohnya Pasal 206 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 
205 KUHP, yaitu menjual dan seterusnya atau karena kealpaannya 
menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau 
kesehatan orang). Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359 sampai Pasal 
360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau 
luka berat), Pasal 337 ayat (1) KUHP (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, 
25 
 
dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) 
KUHP (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang). 
 Delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan 
pidana ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-
kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya. 
 
4. Asas Penerapan Sanksi Pidana menurut KUHP dan 
Pengecualiannya 
 
Menurut sistem KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 
(satu) macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang 
dilakukan (S.R. Sianturi; 1986 : 454-455), yaitu : 
1) Salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif 
pada Pasal tindak Pidana yang bersangkutan. 
2) Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidanan pokok, yang 
tidak diancamkan pada Pasal tindak pidana yang 
bersangkutan; apabila misalnya diancamkan pidana penjara 
maksimum 5 (lima) tahun atau denda Rp. 9000,- (sembilan 
ribu) seperti tercantum dalam Pasal 362 KUHP, tidak 
dibenarkan untuk menjatuhkan pidana kurungan, apalagi 
pidana mati. 
3) Tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri 
tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali untuk Pasal 39 ayat 
(3) dalam hal hakim memerintahkan pendidikan paksa atau 
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Pasal 40 dalam hal hakim mengambilkan anak yang belum 
dewasa tersebut kepada otang tuanya. 
  Untuk pidana pokok masih dapat ditambahkan satu atau lebih 
pidana tambahan seperti dalam Pasal 10 huruf (b).Dikatakan “dapat” 
berarti penambahan pidana tambahan tersebut adalah fakultatif. 
 Sehubungan dengan perkembangan penerapan hukum tersebut, 
dalam praktek hukum sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi 
semata-mata bertitik berat kepada “dapat dipidananya suatu tindakan” 
(strafbaarheid van het feit) melainkan sudah bergeser kepada 
meletakkan titik berat “dapat dipidananya terdakwa (strafbaarheid van 
het person)”.Kiranya tidak lagi hanya memperhatikan tindak pidana itu, 
melainkan harus bahkan menelitik beratkan kepada keadaan-keadaan 
yang meliputi pelaku. 
C. Tindak Pidana Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 
tentang narkotika dijelaskan pada Pasal 1 “Narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, 
yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 
dalam Undang-Undang”. 
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Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis 
zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-
orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan 
kedalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut 
Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan 
bahwa Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, 
yang berarti yang terbius sehingga tidak dapat merasa apa-apa. 
Smith Kline dan Frech Clinical Staff (M. Taufik Makarao; 2003: 
18) mengemukakan definisi tentang narkotika sebagai berikut : 
“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to 
their depressant offer on the central nervous system, included in 
this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, 
methadone)”. 
Artinya: 
“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 
ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, dalam defenisi 
narkotika ini sudah termauk candu (morphine, codein, 
methadone)”. 
 
Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam 
buku “Narcotic Identification Manual”, menyatakan yang dimaksud 
dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan 
mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, 
heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis 
yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam 
Hallucinogen dan Stimulant. 
Menurut Verdoovende Middelen Ordonnantie Stbl 1972 No. 278 
jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai 
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Undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang 
terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat 
menurunkan kesadaran, di samping menurunkan kesadaran juga 
menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai 
secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya 
ketergantungan pada bahan-bahan tersebut” (M. Taufik Makarao; 
2003 : 18-19). 
Berdasarkan dari defenisi tersebut di atas M. Ridha Ma’ruf (Hari 
Sasangka; 2003: 33-34) menyimpulkan bahwa : 
a. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika 
sintesis. Yang termasuk narkotika alam adalah berbagai jenis 
candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocain. 
Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. 
Sedangkan narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat 
(obat) yang tergolong dalam tiga je is obat yaitu hallucinogen, 
depressant dan stimulant. Narkotika sintesis adalah termasuk 
dalam pengertian secara luas. 
b. Narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang 
akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, 
berbahaya bila disalah gunakan.  
c. Narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat 
bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous 
drugs. 
 
Narkotika adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja 
pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan 
sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat 
menimbulkan keterantungann atau ketagihan (Edy Karsono; 2003 : 
11). 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian 
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
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tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi smaai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.  
Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan 
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka 
jenis-jenis Narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang 
terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya 
yang buka lagi untuk kepentingan dibidang pengobatan, bahkan 
sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. 
2. Jenis-jenis Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 
2009 
Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu 
cocain, ganja dan candu atau opium (Hari Sasangka; 2003: 35). 
a. Kokain  
Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun 
Erythroxylon Coca L. tanaman tersebut banyak tumbuh di 
Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. 
Kebanyakan ditanam dan tumbuh di dataran tinggi Andes 
Amerika Selatan Khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di 
Ceylon, India dan Jawa. Di pulau Jawa kadang-kadang ditanam 
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dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar 
(Hari Sasangka; 2003: 55). 
Rasa bau daun Erythroxylon Coca L seperti teh dan 
mengandung kokain, daun tersebut sering dikunyah karena 
sedap rasanya dan seolah-olah menyegarkan badan. 
Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut 
merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga 
Erythroxylon Coca L, selalu tersusun berganda lima pada ketiak 
daun serta berwarna putih. 
Kokain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat 
secara sintesis pada tahun 1855, dimana dampak yang 
timbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan cocaine 
lainnya yang terkenal adalah Coca-cola yang diperkenalkan 
pertama kali oleh John Pombrton pada tahun 1886 yang dibuat 
dari sirup kokain dan cafein. Namun karena tekanan public 
penggunaan kokain pada Coca-cola pada tahun 1903 dicabut. 
 Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagian 
anastesi (pemati rasa) lokal : 
1) Dalam pembedahan mata, hidung dan tenggorokan. 
2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara 
menyemburkan larutan kokain.  
3) Menghilangkan rasa nyeri saat dibersihkan dan dijahit. Cara 
yang digunakan adalah menyuntikkan kokain subkutan. 
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4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan 
menyuntikkan kokain kedalam ruang ekstradural bagian lumba, 
anastesi lumba (Hari Sasangka; 2003: 58). 
b. Ganja  
Ganja berasal dari tanaman Connabis yang merupakan tanaman 
yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. 
Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang.Pohonnya cukup 
rimbun dan tumbuh subur didaerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh 
secara liar disemak belukar. 
Nama samaran ganja banyak sekali, misalnya Indian Hemp, 
Rumput Barang, Daun Hijau, Bangli, Bunga, Ikat, Labang, Jayus, Jun. 
Remaja di Jakarta menyebutnya Gele dan Cimeng. Dikalangan 
pecandu disebut Grass, Marihuana, Hasa atau Hashish. Bagi pemakai 
sering dianggap sebagai lambang pergaulan, sebab di dalam 
pemakaiannya hampir selalu beramai-ramai karena efek yang 
ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak 
mungkin dinikmati sendiri. 
Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi kedalam lima bentuk, yaitu : 
1) Berbentuk rokok lentingan yang disebut reefer. 
2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti 
rokok. 
3) Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap seperti 
rokok 
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4) Berbentuk bubur dan dammar yang dapat dihisap melalui 
hidung. 
5) Berbentuk dammar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman 
seperti makjun (Hari Sasangka; 2003: 50). 
 Efek penggunaan ganja terhadap tubuh manusia telah banyak 
ditulis oleh banyak ahli. Efek tersebut lebih banyak buruknya daripada 
baiknya. Penggunaan ganja sendiri lebih banyak untuk tujuan negatif 
daripada tujuan yang positif seperti untuk pengobatan. Efek 
penggunaan ganja menurut Frenz Bergel, meliputi efek fisik dan psikis 
(M. Ridha Ma’ruf; 1976: 22). 
c. Candu  
 Candu atau Opium merupakan sumber utama dari narkotika 
alam, berbagai narkotika berasal dari Alkoloida candu, misalnya 
morphine, heroin, berasal dari tanaman Papaver Somniferum L dan 
dari keluarga Papaverceae. Nama Papaver Somniferum L merupakan 
sebutan yang diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1753.Selain disebut 
dengan Papaver Somniferum L juga disebut dengan Papaver Nigrum 
dan Pavot Somnivere. 
 Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
disebutkan tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam 
undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan candu adalah : 
1. Tanaman Papaver Somniferum L dari semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeramihnya, kecuali bijinya. 
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2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya. 
3. Opium masak terdiri dari : 
a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, 
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan 
bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi 
suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatannya.  
b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau 
bahan lain. 
c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 
 Menurut Smith Kline, gejala putus obat (uithdrawel) dari candu 
adalah sebagai berikut : 
1) Gugup, cemas dan gelisah  
2) Pupil mengecil dan bulu roma berdiri 
3) Sering menguap, mata dan hidung berair, berkeringat 
4) Badan panas dingin, kaki dan punggung terasa sakit 
5) Diare, tidak dapat beristirahat dan mual-mual 
6) Berat badan dan nafsu makan berkurang, tidak bisa tidur 
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7) Pernafasan bertambah kencang, temperatur dan tekanan 
darah bertambah 
8) Perasaan putus asa (Hari Sasangka; 2003: 41) 
9)  
3. Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-Jenis 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak 
pidana diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi, 
karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan 
masyarakat itu sendiri. 
Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam 
Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan 
pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.  
Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu 
perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada 
ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah 
yang digunakan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan 
pidana umum didalam Pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus 
yaitu misalnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang 
dikenakan adalah khusus yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Hal ini merupakan asas “lex specialis derogate legi 
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generali” yang artinya undang-undang bersifat khusus meniadakan 
undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan 
tersebut tidaknya terjadi dalam hukum materilnya, seperti 
dikemukakan diatas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan 
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terhadap hukum 
materiilnya adalah : 
a. Ada ancaman pidana penjara minimun dan pidana denda 
minimum. 
b. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa  
dijatuhkan secara kumulatif. 
c. Pelaku percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pelakunya 
dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan 
ketentuan (Pasal 132 ayat (1)). 
Kekhususan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, 
terhadap hukum formilnya adalah : 
a. Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain 
dilarang menyebut namadan identitas pelapor. 
b. Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang 
ditentukan oleh KUHP. 
c. Perkara narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan 
penahanannya. 
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1. Jenis Tindak Pidana Narkotika  
Penyimpangan dari ketentuan umum KUHP, ancaman pidana dalam 
tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV tentang ketentuan 
pidana. Adapun jenis tindak pidana yang berhubungan dengan 
Undang-Undang narkotika yaitu Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut : 
Pasal 111 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummenanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp800.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah. 
 
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
 Pasal 112  
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana 
denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
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puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 113 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,  
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 114 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana 
mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 6 
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
  Pasal 115 
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 116  
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 117 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 118 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 119 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 120 
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 121 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, 
pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 122 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 
menyediakan Narkotika Golongan III, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahu  dan paling lama 10 
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(sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 123 
 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 124 
 
(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
  Pasal 125 
 
(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupuah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransio Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 126 
 
(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan 
Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
 
(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 
pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain 
mati atau cacat permanen, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 127  
 
(1) Setiap Penyalah Guna: 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 
 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
 
(2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 
 
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan 
Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial.  
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Dengan demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan di Jakarta pada 
tanggal 23 Juli 2007 maka segala perbuatan penyalahgunaan 
Narkotika mengacu pada undang-undang ini, dan diharapkan undang-
undang ini  secara efektif dimasyarakat sehingga terbebas dari 
bahaya obat-obatan terlarang yang merusak generasi bangsa. 
D. Kepolisian  
1. Pengertian Kepolisian 
Menurut Warsito Hadi Utomo (2005; 5), istilah Polisi mempunyai 
pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang 
misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya 
istilah tersebut “Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani 
Politee yang berarti seluruh pemerintah Negara kota”. 
Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi melalui konsep 
catur praja oleh Van Vollen hoven yang membagi pemerintah menjadi 
4 (empat), yaitu bestuur, politie, rectspraa dan regeling.Pada 
pengertian diatas, polisi (politie) termasuk organ-organ pemerintah 
yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap 
kewajiban-kewajiban umum. 
Menurut Romli Atmasamita “polisi adalah petugas terdekat dan 
terdepan dengan kejahatan di masyarakat. Selain masyarakat, polisi 
adalah pihak pertama yang akan menerima laporan tentang kejahatan 
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atau mengetahui tentang terjadinya suatu kejahatan (Yesmil Anwar; 
2009: 128)”. 
“Polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau 
menertibkan susunan kehidupan masyarakat” (Warsito Hadi Utomo; 
2005: 5). 
Dalam kamus bahasa Indonesia (Daryanto; 1998 :456), istilah 
polisi mengandung pengertian sebagai berikut : “polisi adalah badan 
pemerintah (sekelompok pegawai Negara) yang bertugas memelihara, 
menjaga keamanan dan ketertiban umum”. 
Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 
yaitu : 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian 
nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan 
peran sebagai dimaksud dalam ayat (1). 
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2 Tugas dan Wewenang Kepolisian 
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut 
undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
b. Menegakkan hukum; dan 
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai 
berikut : 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan 
dan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan persatuan perundng-undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
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g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta  
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 
30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan 
lain. Institusi polri diberikan kepercayaan, amanah dan 
tanggungjawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan 
melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian 
wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau 
mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam 
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masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri 
merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang 
diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. 
 Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada 
Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan 
yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan 
plichmatigheid yang sebagian besar bersifat preventif. 
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan 
tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk 
kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya 
represif. 
 Menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002, dalam rangka 
menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
secara umum berwenang : 
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 
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e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administrative kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g. Melakukan pertama ditempat kejadian 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat 
l. Memberikan bantuan pengamanan sidang dan pelaksanaan 
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 
masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
3 Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksi bagi Anggota POLRI 
yang Melakukan Pelanggaran 
 
1. Pengertian Kode Etik 
 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika 
adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak 
dari kewajiban moral (akhlak). Etika adalah filsafat moral, atau ilmu 
yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan 
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salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam 
situasi kongkrit. 
Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya 
dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah 
yang dilakukan terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian 
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian 
(keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. 
Menurut Hebeyb menyatakan bahwa, profesi adalah pekerjaan 
dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.Sedangkan 
menurut Kumarudin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena 
sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang 
istimewa (Supriadi; 2008: 16). 
Adapun yang menjadi indikator profesi adalah : 
1. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian; 
2. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk; 
3. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum 
distandarisasi; 
4. Adanya skrining yang tegas dan teliti; 
5. Adanya kode etik; 
6. Pengakuan oleh masyarakat. 
Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada undang-
undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 34 : 
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1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terikat pada kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat 
menjadikan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian 
lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. 
3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 
Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. 
2 Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran 
Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, 
yaitu adanya ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan 
yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. 
Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan 
pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu : 
a. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang 
berbunyi : “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia 
dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”. 
b. Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 
Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berbunyi : “anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia ang diberhentikan tidak dengan hormat 
apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”. 
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c. Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 
2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang berbunyi : “anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat 
dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena 
melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi kepolisian 
Negara Republik Indonesia”.  
Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, anggota POLRI yang 
melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan 
Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT). Setelah 
dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI Tahun 
2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Maka setelah ditetapkan 
Undang-undang kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok 
mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan 
profesionalisme kepolisian. 
Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak 
pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan 
perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan 
sanksi pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP 
dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh 
rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan 
penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam 
rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi 
penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Mamuju. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden 
yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak 
yang berkompeten. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi 
dokumen yang dihimpun dari aturan undang-udang, buku-buku, 
arsip atau data di Kantor Pengadilan Negeri Mamuju serta bahan 
atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian 
ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 
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1. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-
data dikumpulkan dengan membaca literatur, surat kabar, hasil 
kajian, undang-undang yang akan dibahas ataupun melalui media 
elektronik yang ada sekarang ini. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data langsung. 
Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut : 
a. Dokumentasi  
Cara mendapatkan data yang sudah ada dan didokumentasikan 
pada instansi yang terkait. 
b. Wawancara  
Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan langsung kepada responden. 
c. Observasi  
Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi 
penelitian. 
D. Analisis Data 
Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan.Kemudian disajikan secara deskriptif, guna menjawab 
rumusan masalah. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika 
Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian 
Penerapan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan suatu 
tindak pidana yang mana dalam hal ini terjadi suatu tindak pidana 
Narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan dimana 
tindakan tersebut bukan dalam rangka menjalankan tugas dan 
kewajibannya selaku aparat penegak hukum terkait dengan tindak 
pidana Narkotika oleh oknum kepolisian itu sendiri sehingga 
penyesalannya haruslah benar-benar objektif serta harus dipandang 
sebagai suatu pelanggaran berat oleh karena yang melakukan tindak 
pidana tersebut adalah aparat penegak hukum. 
1. Posisi Kasus 
 Terdakwa Achmad Syihab Samsu alias Achmad Bin Samsu 
pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 12.00 Wita 
bertempat Wisma Alifya kamar 02 di Jalan Hapati Hasan Kec. 
Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 
sekitar jam 13.00 Wita di Wisma Sederhana kama 107 Jalan Emmy 
Saelan No. 78 Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya 
pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan 
kristal bening berat 0,0011 gram dan 1 (satu) batang pipet 
kaca/pireks berisikan kristal bening berat 0,0135 gram, yang diduga 
mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu. 
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian 
perbuatan sebagai berikut : 
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 Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, 
awalnya anggota Sat Narkoba Polres Mamuju yakni saksi Peri 
Bin M. Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim, mendapatkan 
informasi dari masyarakat bahwa salah satu kamar di Wisma 
Alifya dihuni oleh anggota polisi yang mencurigakan, 
kemudian saksi Peri dan saksi Indirwan bersama-sama 
dengan Anggota Propam Polres Mamuju yakni saksi Nur Alim, 
SH menuju Wisma Alifya menindaklanjuti informasi tersebut, 
sesampai di Wisma Alifya langsung masuk kamar No. 02 
Wisma Alifya dengan ditemani oleh penjaga Wima yaknisaksi 
Irwan alias Iwan, namun terdawa Achmad Syihab Samsu tidak 
beada ditempat tersebut, selanjutnya saksi Peri, saksi 
Indirwan dan saksi Nur Alim, SH melakukan penggeledahan 
didalam kamar 02 tersebut, dan menemukan beberapa barang 
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika 
yaitu berupa : 1 (satu) buah timbangan digital 2 (dua) buah 
pireks,2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah potongan pipet 
warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 4 (empat) 
buah potongan pipet warna putih, 8 (delapan) buah korek api 
gas, 2 (dua) buah plastik cetik berisi sachet plastic bening 
kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) 
bungkus pipet warna putih, 1 ((satu) buah tas hitam, setelah 
itu barang-barang yang ditemukan tersebut di amankan 
 Kemudian berbekal informasi selain di wisma Alifya, 
terdakwa Achmad Syihab Samsu juga telah menyewa kamar 
di Hotel Berkah dan Wisma Sederhana, selanjutnya saksi 
Peri, saksi Indirwan dan saksi Nur Alim, SH menuju ke Hotel 
Berkah, akan tetapi setiba di Hotel Berkah ternyata informasi 
dari Resepsionis Hotel Berkah bahwa tidak ada 
penyewa/tamu yang bernama Achmad Syihab Samsu 
sehingga saksi Peri, saksi Indirwan dan saksi Nurl Alim, SH 
langsung meninggalkan Hotel Berkah dan langsung menuju 
Wisma Sederhana, sesampai di Wisma Sederhana langsung 
menanyakan kepada penjaga Wisma Sederhana keberadaan 
terdakwa menyewa salah satu kamar di wisma tersebut 
namun penjaga Wisma Sederhana mengatakan tidak ada 
hanya ada salah satu penyewa/tamu di kamar 107 yang tidak 
dikenal, kemudian saksi Peri, saksi Indirwan dan saksi Nur 
Alim, SH dengan terlebih dahulu mengajak Pemilik Wisma 
Sederhana yaitu saksi H. Muchdar bin Huseng dan penjaga 
wisma yaitu saksi Sandi bin Yusuf mengecek kamar 107 
Wisma Sederhana, dan setelah mengetuk pintu kamar yang 
dibuka oleh terdakwa Achmad Syihab Samsu yang saat itu 
berada didalam kamar 107 bersama dengan saksi Suarni alias 
Icha binti Surtan, lalu saksi Peri, saksi Indirwan dan sak Nur 
Alim, SH langsung menggeledah terdakwa Achmad Syihab 
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Samsu dan saksi Suarni serta isi dalam kamar 107 Wisma 
Sederhana, yang mana ditemukan barang-barang yang 
diduga kuat ada hubungannya dengan Tindak Pidana 
Narkotika berupa : 3 (tiga) buah Handphone, 1 (satu) buah 
Pireks yang ujungnya bulat, 1 (satu) buah pireks yang berisi 
serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah sachet plastic bening 
berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah tutup air 
mineral yang diberi 2 (dua) buah lubang dan 1 (satu) buah  
bong/alat hisap: 
 Dari hasil pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor, LAB 
:114/NNF/I/2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri 
Cabang Makassar yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET 
ISWANTO KOMBES POL NRP : 66090301 selaku Kepala 
Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dalam 
kesimpulannya menjelaskan bahwa barang bukti yang disita 
oleh anggota sat Narkoba Polres Mamuju tersebut adalah 
benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam 
Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik 
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, 
menyimpan, menguasai atau menyediakan Nrakotika 
Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika hanya 
diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
  
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan kesatu; 
 Bahwa ia terdakwa Achmad Syihab Samsu alias Achmad bin 
Samsu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 12.00 
Wita bertempat Wisma Alifya kamar 02 di jalan Hapati Hasan Kec. 
Mamuju Kab. Mamuju dan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 
sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Wisma Sederhana kamar 107 
jalan Emmy Saelan No. 78 Kec. Mamuju Kab Mamuju atau setidak-
tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah 
hokum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plasrtik 
berisikan Kristal bening berat 0,0011 gram dan 1 (satu) batang 
pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening berat 0,0135 gram, yang 
diduga mengandung Metamfetamina yang biasa disebut shabu-
shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau 
rangkaian perbuatan sebagai berikut : 
57 
 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan 
diatas, awalnya anggota Sat Narkoba Polres Mamuju yakni 
saksi Peri bin M. Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim, 
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu 
kamar di Wisma Alifya dihuni oleh anggota polisi yang 
mencurigakan, kemudian saksi Peri bin M. Ali Tinggi dan 
saksi Indirwan Nur Alim bersama-sama dengan anggota 
Propam Polres Mamuju yakni saksi Nur Alim, SH menuju 
wisma Alifya menndak lanjuti informasi tersebut, sesampai 
di Wisma Alifya langsung masuk kamar 02 Wisma Alifya 
dengan ditemani penjaga wisma yakni saksi Irwan alias 
Iwan, namun terdakwa Achmad Syihab Samsu tidak 
berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi Peri bin M. Ali 
Tinggi, saksi Indirwan NuraAlim, dan saksi Nur Alim, SH 
melakukan penggeledahan di dalam kamar 02 tersebut, 
dan menemukan beberapa barang yang didiga ada 
kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa : 1 
(satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah Pireks, 2 (dua) 
buah cotton buds, 1 (ssatu) buah potongan pipet warna 
putih, 1 (satu) buah potongan pipet bening, 4 (empat) buah 
potongan pipet warna putih, 8 (delapan) buah Korek Api 
Gas, 2 (dua) buah plastic cetik berisi sachet plastic bening 
kosong, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) 
bungkus pipet warna putih, 1 (satu) buah tas warna hitam, 
setelah itu barang-barang yang ditemukan tersebut 
diamankan; 
- Bahwa kemudian berbekal informasi selain di Wisma 
Alifya, terdakwa Achmad Syihab Samsu juga telah 
menyewa kamar di Hotel Berkah Mamuju dan Wisma 
Sederhana, selanjutnya saksi Peri bin M. Ali Tinggi, saksi 
Indirwan Nur Alim dan saksi Nur Alim, SH menuju ke Hotel 
Berkah, kana tetapi setiba di Hotel Berkah ternyata dari 
informasi resepsionis Hotel Berkah bahwa tidak ada 
penyewa/tamu yang bernama Achmad Syihab bin Samsu 
sehingga saksi Peri bin M. Ali Tinggi, saksi Indirwan Nur 
Alim dan saksi Nur Alim, SH langsung meninggalkan Hotel 
Berkah dan langsung menuju wisma Sederhana, sesampai 
di Wisma Sederhana langsung menanyakan kepada 
penjaga Wisma Sederhana keberadaan terdakwa yang 
menyewa salah satu kamar di Wisma Sederhana, namun 
penjaga Wisma Sederhana mengatakan tidak ada hanya 
ada salah satu penyewa/tamu dikamar 107 yang tidak 
dikenal, saksi Peri bin M. Ali Tinggi, saksi Indirwan Nur 
Alim dan saksi Nur Alim, SH dengan terlebih dahulu 
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mengajak pemilik Wisma Sederhana yaitu saksi H. Muhdar 
bin Huseng dan penjaga wisma yaitu saksi Sandi bin Yusuf 
mengecek kamar 107 Wisma Sederhana, dan setelah 
mengetuk pintu kamar yang di buka oleh terdakwa 
Achmad Syihab Samsu yang saat itu berada di dalam 
kamar 107 bersama dengan saksi Suarni alias Icha binti 
Surtan, lalu saksi Peri bin M. Ali Tinggi, saksi Indirwan Nur 
Alim dan saksi Nur Alim, SH langsung menggeledah 
terdakwa Achmad Syihab Samsu dan saksi Suarni alias 
Icha binti Surtan serta isi dalam kamar 107 Wisma 
Sederhana, yang mana ditemukan barang-barang yang 
diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana 
narkotika berupa : 3 (tiga) buah handphone, 1 (satu) buah 
pireks yang ujungnya bulat, 1 (satu) buah pireks yang 
berisi serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah sachet 
plastic bening berisi serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) 
buah tutup air mineral yang berisi 2 (dua) buah lubang dan 
1 (satu) buah bong/alat hisap; 
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang 
ditemukan di Wisma Alifya dan Wisma Sederhana dibawa 
dan diamankan ke Polres Mamuju untuk penyelidikan dan 
penyidikan lebih lanjut ; 
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 
terhadap barang-barang milik terdakwa Achmad Syihab 
Samsu yang ditemukan di Wisma Alifya dan Wisma 
Sederhana yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik 
Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara 
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 
114/NNF/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, dilakukan 
pemeriksaan barang bukti berupa ; 
1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan 
berat netto 0,0011 gram.  
2. 2 (dua) batang pipet kaca/pireks. 
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan ujung bulat. 
4. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal 
bening dengan berat netto 0,0135 gram. 
5. 1 (satu) set bong. 
6. 4 (empat) potong pipet plastic putih. 
7. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih. 
8. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening. 
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9. 1 (satu) set penutup bong. 
Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris 
Kriminalistik disimpulkan bahwa : 
Barang tersebut adalah benar mengandung 
Metamfetamina. 
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 
Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika; 
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, 
penyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 
Golongan I bukan tanaman tersebut karena narkotika 
hanya diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Dakwaan kedua; 
Bahwa ia terdakwa Achmad Syihab Samsu alias Achmad bin 
Samsu pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 
10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan 
Januari 2015 bertempat di Wisma Alifya di Jalan Hapati Hasan 
Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain 
yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri 
Mamuju, menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-
shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan 
dengan cara sebagai berikut; 
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar 
jam 23.00 Wita di Wisma Alifya, terdakwa Achmad Syihab 
Samsu diberikan shabu-shabu oleh Killang (DPO) 
sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu terdakwa menggunakan 
dengan Killang pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 
sekitar jam 10.00 Wita di Wisma Alifya kamar 02, dengan 
cara pertama-tama terdakwa menyediakan alat hisap/bong 
yang terbuat dari kaca, selanjutnya shabu-shabu tersebut 
dimasukkan dalam kaca pireks kemudian di bakar dengan 
korek gas yang apinya kecil sampai shabu-shabu tersebut 
mencair setelah itu terdakwa membakarnya sampai 
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mengeluarkan asap yang dihisap terdakwa berulangkali 
seperti orang yang sedang merokok sampai terdakwa 
merasakan nikmat, dan setelah 
mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu terdakwa 
merasakan biasa-biasa saja tidak terjadi apa-apa; 
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 
terhadap urine dan darah terdakwa Achmad Syihab Samsu 
yang dilakukan Laboratorium Forensik Polri Cabang 
Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 114/NNF/I/2015 tanggal 
23 Januari 2015, dilakukan pemeriksaan barang bukti 
berupa; 
1. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Achmad Syihab 
Samsu. 
2. 1 (satu) tabung berisi darah milik Achmad Syihab 
Samsu. 
Kesimpulan hasil pemeriksaan setelah dilakukan 
pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 
bahwa : 
1. Barang bukti tersebut adalah benar mengandung 
Metamfetamina; 
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 
Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika; 
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan 
Narkotika Golongan I tersebut karena narkotika hanya 
diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI 
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
    
3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
  Penuntut Umum, telah mendengar keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa, Penuntut Umum lalu menuntut terdakwa agar 
dipidana sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya 
menuntut sebagaimana berikut : 
1) Menyatakan terdakwa Achmad Syihab Samsu alias 
Achmad bin Samsu, telah terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, 
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menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 
golongan 1 yang diduga mengandung Metamfetamina” 
sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar 
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 
tentang narkotika; 
2) Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Achmad Syihab 
Samsu alias Achmad bin Samsu dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 
rupiah) subside 2 (dua) bulan penjara; 
3) Barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam type 
105/RM-908; 
b. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam type x2-
02/RM-694; 
c. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam orange 
type 103/RM-694; 
d. 1 (satu)  buah timbangan digital; 
e. 1 (satu) set bong/alat hisap; 
f. 2 (dua) buah pireks; 
g. 1 (satu) buah pireks; 
h. 1 (satu) pireks yang berisi serbuk Kristal warna putih 
yang diduga shabu; 
i. 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi serbuk 
Kristal warna putih yang diduga shabu; 
j. 2 (dua) buah cotton buds; 
k.  
l. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang 
difungsikan sebagai sendok; 
m. 1 (satu) buah tutup air mineral yang diberi 2 (dua) 
buah lubang dan pada lubang tersebut terpasang 2 
(dua) buah pipet; 
n. 4 (empat) buah potongan pipet warna putih; 
o. 8 (delapan) buah korek api gas; 
p. 2 (dua) buah plastik cetik berisi sachet plastic 
bening kosong; 
q. 1 (satu) buah silet; 
r. 1 (satu) buah gunting; 
s. 1 (satu) bungkus pipet warna putih; 
t. 1 (satu) buah tas warna hitam; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
4) Menetapkan supaya terdakwa Achmad Syihab Samsu 
alias Achmad bin Samsu dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
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4 Amar Putusan  
Dalam perkara ini, Hakim memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Achmad Syihab Samsu alias Achmad bin 
Samsu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan 
Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang  bukti berupa : 
a. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam type 105/RM-908; 
b. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam type x2-02/RM-694; 
c.   1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam orange type 
103/RM-694; 
d. 1 (satu)  buah timbangan digital; 
e. 1 (satu) set bong/alat hisap; 
f.   2 (dua) buah pireks; 
g. 1 (satu) buah pireks; 
h. 1 (satu) pireks yang berisi serbuk Kristal warna putih yang 
diduga shabu; 
i.   1 (satu) buah sachet plastic bening berisi serbuk Kristal 
warna putih yang diduga shabu; 
j.   2 (dua) buah cotton buds; 
k.  1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang difungsikan 
sebagai sendok; 
l.   1 (satu) buah tutup air mineral yang diberi 2 (dua) buah 
lubang dan pada lubang tersebut terpasang 2 (dua) buah 
pipet; 
m. 4 (empat) buah potongan pipet warna putih; 
n. 8 (delapan) buah korek api gas; 
o. 2 (dua) buah plastik cetik berisi sachet plastic bening 
kosong; 
p. 1 (satu) buah silet; 
q. 1 (satu) buah gunting; 
r.   1 (satu) bungkus pipet warna putih; 
s.  1 (satu) buah tas warna hitam; 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
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5 Analisis Penulis 
  Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari 
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang tegu pada surat 
dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. 
  Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun hukumpidana materil dan syarat 
dapat di pidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada 
pemeriksaa dalam persidangan, dimana alat bukti yang di ajukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan 
saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa 
yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Oleh 
karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan 
bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik 
yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 
Tahun 2009 Tentang Nakotika. 
  Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Mamuju Bapak Dwiyantoro, SH (wawancara 16 Desember 2015) 
yang mengatakan: 
 “bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa dilihat 
dari tuntutan penuntut umum di dalam surat dakwaan dan undang-
undang yang dilanggar oleh terdakwa, dalam hal ini Achmad 
Syihab Samsu”. 
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  Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini 
berjalan, peran Hakim sangat penting. Ia menkonkritkan sanksi 
pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan 
pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan 
dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga 
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.  
  Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan 
pemberian makna kepda sistem hukum Indonesia. Meskipun 
pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun 
pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
  Uraian di atas diperkuat oleh Bapak Dwiyantoro, SH salah 
seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menyatakan 
sebagai berikut: 
 “Tujuan Hakim memberikan sanksi pidana kepada terpidana yaitu 
agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Seperti yang 
telah diketahui bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana 
balas dendam, yang memandang pidana sebagai suatu nestapa 
yang dikenakan kepada pembuat melakukan suatu tindak pidana. 
Hal ini disebabkan tujuan pemidanaan mengalami perkembangan 
ke arah yang rasional”. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang 
dilakukan oleh Oknum Aparat Kepolisian 
 
 Dari hal-hal diatas yang berisi tentang penerapan hukum pidana 
oleh majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur 
dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
 Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak 
menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan 
pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. 
 Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan  
kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
 “Bahwa agar terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. 
Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemidanaan bukanlah 
sebagai sarana balas dendam, yang memandang pidana 
sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat 
melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan tujuan 
pemidanaan mengalami perkembangan ke arah yang rasional”. 
  Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut 
diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu perlu 
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan hukuman bagi diri terdakwa: 
  Hal-hal yang memberatkan : 
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 
pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan 
narkotika. 
- Perbuatan terdakwa disamping merusak diri sendiri juga 
dapat merusak generasi muda bangsa. 
- Terdakwa merupakan anggota Polri yang masih aktif 
seharusnya memberikan contoh yang baik juga harus 
menjadi garda terdepan dalam pemberantasan terhadap 
peredaran serta menyalahgunakan narkotika bukan 
sebaliknya terdakwa berlindung karena merupakan 
anggota Polri dapat seenaknya memiliki serta menguasai 
bahkan mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 
tersebut. 
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Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. 
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji 
tidak akan mengulangi lagi perbuatannya 
  Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana 
akan disebutkan dalam putusan ini dipandang telah setimpal 
dengan kesalahan terdakwa. 
 
Analisis Penulis 
 Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara 
tersebut yaitu Dwiyantoro, SH, maka penulis mendapat gambaran 
tentang kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian sebagai 
pelaku tindak pidana. 
 Secara umum, hakim memutuskan suatu perkara tentunya 
harus mempertimbangkan beberapa hal yakni pertimbangan fakta 
dan pertimbangan hukum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan 
putusannya selain dari pada mengacu kepada terbukinya pasal 
dalam dakwaan jaksa penuntut umum, tentunya juga hakim akan 
menilai pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
meringankan. 
 Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap aparat 
pemerintah maupun aparat penegak hukum, tentunya majelis 
hakim akan mempertimbangkan tentang tindakan terdakwa yang 
dimana dia adalah seorang oknum kepolisian, hal tersebut telah 
dipertimbangkan dal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
meringankan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum aparat 
kepolisan dalam perkara No. 66/Pid.B/2015/PN.Mam yakni 
“Jaksa dalam surat dakwaan menerapkan dakwaan alternatif 
dan dengan pertimbangan fakta  dan pertimbangan hukum 
hakim terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim dan dipidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 
800.000000,-. 
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku pada perkara No. 66/Pid.B/2015/PN.Mam. hakim 
berpendapat baha semua fakta-fakta telah terbukti di 
persidangan dan pelaku telah menyalahgunakan wewenangnya 
sebagai oknum Kepolisian. Pelaku adalah orang yang mampu 
bertanggung jawab serta tidak ada alasan yang menghapuskan 
pemidanaan. 
B. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan 
saran sebagai berikut : 
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1. Perlunya pengawasan terhadap penerapan sanksi tindak pidana 
Narkotika utamanya yang dilakukan oleh anggota kepolisian 
sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi 
efek jera kepada para pelaku. 
2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar lebih mengintensifkan 
pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat 
keluar masuknya penyalahgunaan narkotika. 
3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap oknum 
kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. 
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